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Daam melaksanakan profesinya, seorang wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena
kebebasan pers penting demi tegaknya negara hukum yang demokratis, bahwa press as a fourth estate.
Mengingat sejarah Indonesia sebagai negara bekas jgjahan dimana hukum yang digunakan masih merupakan
warisan hukum kolonial Belanda yang memang ditujukan untuk meredam segala bentuk pergerakan
perjuangan kemerdekaan kaum nasionalis, maka dianutlah kriminalisasi pers. Hal ini tetap terus
dipertahankan setelah Indonesia merdeka, hanya rezim yang melakukannya berbeda. Pers terus berada
dibawah cengkeraman kekuasan pemerintah yang mempertahankan status quonya. K ebebasan pers pun
masih jauh dari kenyataan.

Paradigma kebebasan pers di Indonesia baru mulai berubah seiring era Reformasi, dimanaterbit UU No. 40
Tahun 1999 tentang Pers dihapuskan aturan mengenai izin terbit pers atau SIUPP sehingga tidak mungkin
adalagi persyang dibreidel. Khusus mengenal penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers, dalam UU
tersebut diaturlah penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Mediasi melalui Dewan Pers. UU Persini
mempunyai ketentuan pidana, walau disisi lain tak ditutup kemungkinan penggunaan pasal-pasal KUHP.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan, dimana ternyata dalam prakteknya kemudian banyak
permasal ahan-permasal ahan berkaitan dengan pers diselesaikan dengan jalur hukum pidana, tanpa
menempuh jalur-jalur yang telah tersebut dalam UU Persitu. Timbul perdebatan apakah UU No. 40 tahun
1999 tentang Pers tersebut lex specialis atau tidak sehingga dapat/tidak digunakan mengecualikan pasal-
pasal KUHP. Hal ini memicu resistensi kalangan pers yang kemudian memperjuangkan untuk diakuinya UU
Pers sebagai lex specialis dan dipergunakannyajalur-jalur selain hukum pidana dalam menyelesaikan
permasal ahanpermasal ahan berkaitan dengan pers. Dimana hukum pidana dalam perkara pers harusiah
diletakkan sebagai ultimum remedium atau tuntutan yang lebih ekstrim lagi untuk mendekriminalisasi pasal-
pasal KUHP terhadap pers. Hal ini selain mengikuti perkembangan duniainternasiona yang telah lama
menghindari penyelesaian permasalahan pers melalui jalur pidana, juga bahwa dalam konteks karya
jurnalistik sebenarnyatidak ada suatu kebenaran mutlak. Selain itu bukankah kebebasan pers sebagai bagian
dari kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat dan berekspresi seharusnya dilindungi oleh negara?
Disinilah kemudian timbul pertanyaan besar, apakah perjuangan masyarakat pers tersebut memang mungkin
untuk dilakukan? Bagaimana hal tersebut bila dikaji dari sudut pandang akademis? Hal-hal itulah yang coba
dijawab dalam tesisini.
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